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BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN SUPATI ACEH UTARA

PROVINSI ACEH

NGMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTAHG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAH SELAI-UA

KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

OEFISAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :a, bahwa memenuhi ke_tgnluqn pasal 162 ayat (1), (z), (s) dan (6)
Permendagri. Nomor 21 Tahun 2011 tentang pdruuatrin kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan CIaerah, pada poin 11 huruf a, b dai
d dan poin 13 Romawi V. Hal-Hal Khusus Lainnya permendagri Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Anggaran pe"ndapatan
dan Belanja Daerah Tr.nyl Anggaran zolt dan pasiio ayat (1)din (2)

9anun Kabupaten Aceh utara Nomor 3 Tahun 2017 tenting'Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh utara Tahun nngdarin iotz,
Ia[a Oip19!!g perlu menggunakan betanja tidak terdugi" ke betanja
kegiatan SKPK untuk kepeiluan mendesa( perbaikrn plnt, oembilas
kantong_ lumpur bendung D.r Krueng pase dan tinggri sungai
Krueng Peuto;

b. bahwa mempertimbangkan realisasi pendapatan pada semester
pertama,dan.prognosis pendapatan semester kedua ketentuan pada
pasal 7 huruf b Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 3 Tahun 201i
tentang. Anggaran Pendapatan Dan Beranja Kabupaten Rien utara
Tahun Anggaran 2017 sebagian tanda bintarig dicabdt

c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufI dqn b perru mehetapr<a1 E;il;#-liuijair-ni.n ritJ,I"ientano
Peru bahan' Aras peratuiSn euila-ri Acdn' uiaiJ rrrdnidi' si'Tiir'i I6i i
I3! li ifl, ['flit x'.ii &?ts,flf& 

p e d i a p a t'j n b l]i' s u; r a'ii a' ft i[u p]ie n

Mensinsat : 1 
H3lili? Hlfil$rftItil#sflilJ,J,1lH, #::,*i,lflLq,rfJxbertukan
?5ffi T,Hj [ri ggr;; ;l'# * ^ frs, 

J' $***',,l 
i';tt,,'iiil I

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun lggspdilxa; (G'xu.il Nes a.rp Re p u br i k r.-dJnil?,i I ,[i"i 1 nE H Tl.$.?jl68,. Tambahan Lembaran' r'tesiiS 
- 
Nfirii,i

ruafi $lltt * :, ms U! :.r. #,.ni J i i.t ff 
? 

aH ir,!fr'#l lLembaran N'egara Nomor 356g): 
- -

3.

[tffi ],fff ,'*ifr ,1ltg'llk"pt+:ilfr htr{'],.r]i,"f,q

4. Undang-undang
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4. Undanq-Undanq Nomor 44 Tahun '1999 tentang Penyelenggaraan
Keistiniewaan f,ropinsi Daerah lstimewa Aceh;

5. Undano-Undanq Nomor 17 Tahun 2003 tentano Keuanqan Neqara
(Lemb5ran Ne"qara Republik lndonesia Tahun- 2003 J''lomor 

-47,

Tambahan Lembaran Nefoara Republik lndonesta Nomor 4286);

6, Undano-Undano Nomor 1 Tahun 2004 tentano Perbendaharaan
Neqara" {Lembaian Neqara Republik lndonesia Tah"un 2004 Nomor 5,
Tailrbahan Lembaran t(egara Republik lndonesia Nomor a355);

7 . Undanq-Undanq Nomor 15 Tahun 2004 tentano Pemeriksaan
Penqefolaan da-n Tanoounoiawab Keuanoan Neoara iLdmbaran Neoara
Rep[Utik lndonesia %rruii 2004 Nom"or 66,"Tambahan LembEran
Negara Republik lndonesia Ncmor 4400);

S. Und*rg-U*darg Nomor 25 Tal:un 2004 tentang $ist*m Perencanaan

Pembangu*an Nasioral (Lembaran ltl*gara Republik lndcnesia Tailu*
2$il4 Nomor 104, Taxba*an Lemharan Negara Republik lndonesia
lrl*mor 4421);

9. Undanq-Undano Nomor 33 Tahun 2004 tentano Perimbanoan
Keuanfran antEra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeiah
(Lembaran Negara Republik ir:donesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor4a38);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 26,
Iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4633);

11. Undanq-Undano Nomor 28 Tahun 2009 tentanq Paiak Daerah dan
Retribu-si Daera'h (Lembaran Negara Republik tnilone'sia Tahun 2009
Nomor J3,0, Tambahan Lembaran N*gara Repubtik lndonesia
Nomor S04$);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahu* 2011 tenta*g Pembentukan
Peratuian Peruildang-Undangan (Lembaran Negara Rdpuolik lndonesia
Tahun 2011 Nomor 82, 

-Tambahan 
Lemb-aran Negara Republik

l*donesia Namor 5234);

13, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembarari Negara

Republik tndsrcsia Tahu:r 2014 Nor**r I, Tambahan lembaran Negara
Republik lndonesia Nomar 5a95);

14, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2il14 tentang Perrrerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndon*sia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahar Lembaran Negara Republik lndonesia Narnor SSST)

sebagaimana telah diubah beb*rapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 ter:tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2*14 te*tang Peinerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesi* Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lemharan Negara ilepublik lndonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentano Tentano
kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepaTa DaeraH

llembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028);

18. Peraturan Pe*erintah Namor 85 Talun 200'1 tentanq parak ilaerah
llembaran Negara Republik lndonesra Tahun 200j Nbmor 1 1B
Iambahan Lembaran Negara Nomor 4138),

17. 3*raturan Pemerinlah lrlamor 66 Tahun 2001 tentana Retribusi Daerah
[Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun Z-OOt Nomor 1 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

i!

18 Peraturan Pemerintah
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18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentanq Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anqqota DpRb ftemnaian
Negara Republik lndbnesia Tahun 2004 "tlomor 90, Iamb,a-nin
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebaqaimana telah
trga kali -diubah, terakhir dengan peraturan pemerintalh Nomor 21
Tahun 2007 tentang PerubahEn ketiga atas peraturan pemerintah
Nomor 24 Tahun 20x4 tentang Kedudirkan protoketer oan Keuanq'rn
Pimpinan dan Anggota DPRD-(Lembaran Neqara Reouniix lndone"sr;
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lemb-aran N'egara Republik
lndonesia Nomor 47 121',

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentano penoelotaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Nedara- freoubtii
lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nboara
Republik lndonesia Nomor 4502), sdbaqaimana telah oiuoan oe-risan
Peraturan Pemerintah Nomor 74'Tahun 20'r3 tentanq perubahan A"tas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenlano p-enoelolaan
Keuangan Badan ^layanan Umqm (Lembaran Ne{ara Repunliri
lndonesia Tahun ipt 3 nr911gr 171 , Tambahan Lem"baran N'egara
Rep*blik lndonesia Nomor 5340;

20, Peraluran Pemeri*tah Nan*r ss Tahur t00s tertanq Dana
Perrmbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia tin[n zoo5
Nomor .l_37, Tambahan Lembaran 

' 
Negara Republik lndonesia

N*mor 4575);

?'1, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200F tentano Sistem lnformasi
Keuangan Daerah, sebagarmana telah diubah denqail peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentanq perubahan -atas peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang" sistem rnformasi reuinqin
Daerah (Lembaran Negara Republik lndon"esia Tahun 2oto tiombr t1o,
lambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5155),

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanq penoeloiaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik rndonesla Trh"u; 2005
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Nomor a57S);

23. Peraturan Pemerinlah Nomrr 65 Tahun 2005 tentano
Penyusunan dan penerapan Standar pelavanan Minimal
Negara Republik lndonesia Tahun 2005' Nomor 150,
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomcr a58S);

Pedoman
(Lembaran
Tambahan

24. Peraturan Pe*lerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentanq peclon:an
Pembinaan dan Fengawasan penyeienggaraan pemerinta"han oieiin
flenibaran, Negara Repubtik tndonesia" Tahun zoos Nomoi ios,
lambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

2$. Pcratura* Pemerintah lrlomor B T*hun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kineria lnstansi pemerintah (Lembaran Neg;ra nepjniti
tndoneiia Tahun 3,006 Nomor 25 iamuinii Lemo'aiiii r,Jag;i;
Republik lndonesia Nomor 4614);

26, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun zoaT tentanq Laooran

[91_yelenggaraan Pemerintahan Daerah [epqda pemerintal Gffi;;
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala' Daerah kepada Dewin
HerwaHilan HaKyat uaerah dan lnformasi penyelenooaraan
Pemerintahan Dadrah l<epada Masyarakat (Lembaran ruerj jii H;prbtiii
lndonesia Tahun 2007 

' 
Nomor ig Tambahan LemLiian NEg;i;

*epublik lndor:esi* N*mor 46$3);

{

27. Peraturan Pemerintah ...
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27. Feraturan Pemerinlah lrlomor 16 Tahun 2010 tentang Pedaman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertlb Dewan Penrrakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5104);

28. Peraturan Pemeilntal Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Namor 5165);

2$. Ptraturan Pemeri*lah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Le*rbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nor::or 59,
Tambahan Lembarar Negara Republik lnd*resia Nsmor 521$);

3*, ileraturan Pemerintah Nomor 2 Tal"run 2012 tentang Hilah Daerah

{Lemb*ran N*gara Republik lndonesia Tahun zff13 Nomor 5,

Tambahan Lsmbaran Negara Repubtik lnd**esia Namor 5272\;

31, Peraturan Pemerintah N*mor 43 Yai'lun 2*14 tentang Peraturar
Petaksanaan Undang-undang Nomor $ T*hun 2014 tentang Desa

{Lembaran Negara R*publik l*donesia Tahun 2014 Nomor '123 dan
fambahan Lembaraan Ncgara Republik lndonesia N*xor 553$);

3?. Peraturan Pemei*lah Nom*t tZ Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturar Pemerint*ir Nomor Sil Tahun ?015 Tent*ng Dana Desa yang
Bersuxber dad Anggaran Pendapatan dan Bela*ja Negara {Lembaran
Ncgaran Repubilk lndonesia Tahun 2015 Nom*t 88 dan T*mbahan
L*mbaraan N*gara Republik lnd**esia Nomor SS9a),

33" Peratura* Prosiden Nomor 54 Tahun ?CI10 tentang Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah, nebagamana telah diubah bcberapa kali
terakhir dengan Per*turan Presiden N*mor 4 tah*n ?C115 tentang
peruilahan Keempat atas t*raturan Pr*siden Non:rr $4 talun 2010
tentang Pengadaan Sarang/Jas* Pemeri*lah,

34. P*raturar Presiden Republik hdonesia l{omcr 97 Tahun ?016 tenlarg
Rincian A*ggaran Perrdapatm dan Belanja Neg*ra Tahun ?*17
{Lemb*r*rr Negara Republik lndrnesia Tah*n 201S Nomor 253};

3$" Peraturan Msnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahur: 2006 tenta*g
Pedtman Pengelolaan (*uangan Saerah, s*hagaimana lelah diubah
terakilirdengan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Ferubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nryeri
Nomor 13 Tahun 2*06 tentang Pedoma* Pengelulaan Keua*gan
Daerah (Berita Negara R*publik lnda*ssia Tahun 2S11 Nomor 310);

3*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3? Tahun 2011 tentarg
Pedoman P*mherian Hibah Dan Bartuan $osial Yang Sercumber Dari
Anggaran Pendap*tan dan Betanja Daerah, sebagaimana telah diubah
de*gan Feraturan MenteriDalam Negeri Nomor 14 Tahun 201S tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Ment*ri Dalam Negeri Narnor 32
Tahun 2011 tentang Ped*man Pemberian l-libah Dan Ba*luan Sosial
Yang Bersumb*r Dari Anggaran Pendapatar dan Belanja D*erah

iSeritn Negara ft*publik lndonssia T*hun 2012 Nonror S4ili;

37. Peraturan Ment*ri Dalam N*geri Nrmor B0 Tahun ?015 tentang
Pemilmtukan Produk Hukum Da*rah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun ?il15 N*mor 2036);

38" Feraturan Menteri ffaiam Negeri Nomor 31 Tahu* 2016 tentarg
Pedoman lenyusunan Anggaran Pendapatcn dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 {Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20'16
IJomor 874);

30. PeratLrran Gubernur

t



39. Peraturan Gubernur Aceh Ncn:or 7$ Tahun 2013 tentang Petunjuk

Teknis Pengel*laan Tambahar Dan* Bagi Hasil Minyak..dan,Sas Eumi

dan Dana- Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Subernur ,Aceh Nomor 79 Tahun 2ff15 tentang Perubahan
Atas Penturar Gubemut Acsh Nomor 79 Tahun 20't3 tentarg Petunjuk
Tektis Pengelolaan T*mhahan D*na Bagi Hasil Minyak dan Oas Bumi

da* Dana Oto**mi Khusus (Berita )aerah Tahun 2013 Nomor 71);

40. 0anu* Kabupate* Aceh Utara Nor**r 6 T*ilun 2008 tentang P*kok-
pokcl P*rrg*lolaan Keuangal Daerah (Lembaran Daerah Kabupat*n
Aceh Utara Tahun ?il08 Nomor 253);

41. ilanun Kabupate* Aceh Utara Ntmor 3 Tahun 2ft17 tenlang Anggaran
Pendapalan dan Selanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Kabupaten Acel'r Utara Tahun 2017 Nomor 3 "(Nomot

Rogister Qanun K*bupat*n Ac*il Utara, PropvinsiAceh (313/2017)");

4?. Peraturan SupatiAceh lJtara N*mor 34 Tahu* 2010 tentang $ister* dan
Prnsedut Pengel*laan l{euang*n Daerah Kabupaten Aceh LJtara {Berita
D**rah Kabupaten Ac*i'r Utara Tahln 201S Nomor 33);

43, Peraturan SupatiAceil Utara Norr*r 31 Tahu* ?013 tentar:g K+biiakan

Akuntansi Pe*srintah Kabupaten Aceh Utara { Berita Kabupaten Aceh

Utara Tahun 2013 Nomor 31);

IttIilMUTU$KAH

Menelapkan: PEilATUtAt* BUPAT' AilEH UTAHA ?HNTAHG FERUBAHAH ATA$
PHffiATURA}I BUPATI AfrTH UTARA NO:ttlOR 37 TAHUN 2017 iENTAHG
f=NJAilARAN AHSGAftAN PENIAPATAN DAN BELAI'IJA KABUPATE}I
AC*}| UTARA YAilUI't AI.IGGARAN 2CI17.

Pasal 1

K*t*nt*ar F*sat 1 ayal2 huruf a poin 7, huruf b poin 1,?,dan 3 diubah sehingga berb*nyi:

t, &*l*rja Saerah
a. Belanja Tidak Largsung

7) ffielanja Tid*l Terduga
a. Semula
b. Eertanbahl{berkurang}

Jumlah telarrja Tidak Ieduga
Jumlah tulanja Tid*k La*gsung

b. Selanja Largsung
1) Se mula
2j Berlambah/(berkurang)

ftp. 1.73S.483.18S"802,00

ftp 4 201 100 000,00
ftp, . i$19,835.000,00)Rp. 3.2S1,265.000,00

Rp 1.735.563.351.S02,0S

Rp,
s78.10S.585,106,*3

919.835.000,00
Rp

Jumlah Selanja Langsu:rg s*tslah perubahan
Jumlah Selanja
Surplus I (Dcfisit)

Rp S7S,026,42fi.106,83
Rp. 2.714.589,771.9il8,S3
Rp. (13.201.100.813,*il)

Pasal 2

Ringkasan Penjaharan sebagaimana dimaksud dalam Pasal '1 dilnci lebih lanjut pada
l-ampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 3

t
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Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 Oirinci lebih lanjut dalam Lampiran ll, Lampiran lll dan Lampiran lV Peraturan

Bupati ini.

Pasa! 4

Pasal 3

aimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang ditetapkan

dalam peraturan iiri Oituangt<an lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh

Utara dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten'

Ditetapkan di Lhokseumawe,
oada tanooal 29 Mei 2017 lA

Lampiran sebag
terpisahkan dari

Diundangkan
pada tanggal

- 03 Ramadhan 1438 H

( rurorrAcEH uTARAgo I

r-,tt"wF
H. MUHAMMAfrTHAIB

di Lhokseumawe
29 Mei 2017 lll

I
03 Ramadhan '1438 H

E-
ABDUL AZIZ

--_

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 51


